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BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 110 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang
tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan
bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan,
kepatutan dan taat pada peraturan perundang-undangan,
Pemerintah Kabupaten Bone Bolango perlu mengatur sistem
dan prosedur pengelolaan keuangan daerah,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
mengamanatkan peraturan mengenai Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bone Bolango tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);




10.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik I[ndonesia Tahun
2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi
Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4269);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286},

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
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Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4938);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
7014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 5601});

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang
Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3942);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4165);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang
Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
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Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan, Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165});

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun
2011 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171
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Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi
wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan yang merupakan sumber
pendapatan daerah.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada perangkat daerah.

BAB 1I
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 2
Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pengelola keuangan daerah;
b. APBD;
c. penyusunan rancangan APBD;
d. penetapan APBD;

o

pelaksanaan dan penatausahaan,

Il

laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan

APBD; '

g. akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;

h. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD;

i. kekayaan daerah dan utang daerah;

j. penyelesaian kerugian keuangan daerah;

k. informasi keuangan daerah; dan

1. pembinaan dan pengawasar.

Ketentuan mengenai pedoman teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7
Tahun 2021 tentang Pokok — Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52
Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067};
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam | Negeri Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah,;




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG SISTEM DAN

PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.

Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Bupati adalah Bupati Bone Bolango.

Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam
penyelenggaraan  pemerintahan daerah yang terdiri  dari
sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga
teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Ash Daerah adalah
Perangkat Daerah yang mengelola Pendapatan Asli Daerha dari
sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan
keuangan daerah.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD dalah pendapatan
yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk
membayara seluruh pengeluaran daerah pada bank persepsi.
Rekening Operasional Penerimaan adalah rekening yang
dioperasikan untuk menerima setoran langsung penerimaan daerah
yang tidak melalui bendahara penerimaan dan/atau menerima

setoran pendapatan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan.



Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bone
Bolango Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur
Penatausahaan Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Bone Bolango.
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Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 31 - _cooor 2021
SEKRETARIS DAERA BONE BOLANGO,

HAMIM POU

i P AK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021 NOMOR 110



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jin. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda; /2021 Suwawa, Desember 2021

Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK

PENGELOLA
CATATAN
LAMPIRAN
UNTUK

: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG SISTEM DAN

PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

: BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

: TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

: 1 (Satu ) Berkas

: Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango '

iy

W

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJA%AMA

JEN AWAL ABDUL PAKAYA, SH-

NIP. 19730606/200604 1 031

-:’\_f-‘-q.."‘-‘.u



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jin. Ulantha Desa Huluduotamo Kecamatan Suwawa 96184

TELAAHAN STAF

Kepada . Yth Bapak Bupati Bone Bolango

Dari : Kepala BKPD Kabupaten Bone Bolango

Nomor : 900/BKPD-BB/XI1/\0?0/2021

Tanggal : 20 Desember 2021

Perihal . Usulan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bone Bolango tentang Sistem dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Dasar . 1, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576);

k}a&lyan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

' Pem-erintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

s 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

/L Keuangan  Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
/M 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

7 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2021 tentang

pokok — Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menimbang . a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan  Keuangan Daerah pasal 3
mengamanatkan Peraturan mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah;

b. bahwa dengan telah di tetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bon
Bolango Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelotaan




Keuangan Daerah untuk ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, periu menetapkan Peraturan bupati tentang Sistem dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;.

Saran : Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak Bupati Bone Bolango

dapat mempertimbangkannya.

Demikian telaahan staf ini kami sampaikan. Atas perhatian, pertimbangan dan persetujuan

Bapak kami mengucapkan terima kasih.

NIP=19630702 98602 1003



